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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1447, 2019 KEMENDAGRI. Perencanaan Pembangunan.
Keuangan  Daerah. Klasifikasi. = Kodefikasi.
Nomenklatur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu
adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
digunakan untuk mendukung Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah
penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
disusun secara sistematis sebagai acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan keuangan daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.
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Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan
adalah  kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan
unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana
berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian
masing-masing kelompok dana.

Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah
administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan
nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan
kelurahan seluruh Indonesia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

BAB II
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2
Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana
pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat
daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:
a. perencanaan pembangunan daerah;
b. perencanaan anggaran daerah;
c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;

d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
f.  pengawasan keuangan daerah; dan

g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 3

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub

kegiatan,;
b. Fungsi;
c. Organisasi,
d. Sumber Pendanaan;
e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
f.  rekening.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk
bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun
berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun
berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang
tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi
dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur nama Wilayah
Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, disusun berdasarkan kode dan data
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Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun
berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi
anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan

operasional, dan beban.

Pasal 4

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan baku bagi
Pemerintah  Daerah dalam menyusun dokumen

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan

laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah

melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(1)

BAB III
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR

Pasal 6
Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur berdasarkan:
a. usulan Pemerintah Daerah;

b. perubahan kebijakan; dan/atau
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c. peraturan perundang-undangan.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas

perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan pemutakhiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Menteri membentuk tim
pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan
unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian lain yang terkait sesuai

dengan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah
digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap
digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai

tahun 2020.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III
dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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